
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

RABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

NOMOR : 820/ 26@ /DAMKAR/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PE|JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang　: a.　Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, Serta

mew巾udkan pelayanan cepat, tePat dan sederhana

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perlu menu可uk

坤abat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b・　Bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/ 187/

DISKOMINFO/2017　tentang Perubahan Keputusan Bupati

Labuhanbatu Utara Nomor　　　480　/　206　/

HUMASINFORKOM/2017　tentang Pembentukan PQjabat

Pengelola Infomasi dan Dokumentasi dan PQjabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu

Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;

C.　Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b’Perlu menetapkan keputusan Kepala

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara

tentang penur互ukan pQjabat pengelola Informasi dan

Dokumentasi pembantu dilingkungan Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat　　: 1.　Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang Pembentukan

Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2・　Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);

3・　Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Layanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

4.　Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);

5.　undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2014



6.

7.

8.

9.

Nomor 244’Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan undang-undang Nomor　9　Tahun　2015　tentang

Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemenrintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58・ Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan pemerintah Nomor　58　Tahun　20O5　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor　61 Tahun　2010　tentang

Pelaksanaan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Infomasi Publik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99’Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5 149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri dalam

negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201 1 Tentang

Standard Operasional Prosedur di lingkungan pemerintah

Provinsi dan Kabupaten / Kota ( Berita Negara Republik

Indonesia tahun 201 1 Nomor 704);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2010 Tentang

Standard Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2013 Tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

13・ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4

Tahun　2016　Tentang Perangkat Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun 2O16 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor l

Tahun 20 17 tentang Anggaran Pendapatan dan Belar互a Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2O 1 7;

15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480 / 187

/DISKOMINFO/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati
Labuhanbatu Utara Nomor : 480 / 206 / HUMASINFORKOM /

2015　tentang Penunjukan P匂abat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dan P句abat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dan Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETI GA

KEEM PAT

KELIMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INF`ORMASI DAN

DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

Menunjuk Pdebat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Pembantu (
PPID Pembantu ) di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten

Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID

Pembantu ) ’Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a. Membantu ppID dalam melaksanakan tanggung 」aWab, tugaS dan

kewenangannya;

b・ Menyampaikan Infomasi dan Dokumentasi kepada PPID secara

berkala dan sesusai kebutuhan;

C・ Melakukan Koordinasi dengan ppID dalam pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik serta dokumentasi;
d・Membuat, mengumPulkan serta memelihara infomasi dan

dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit ke垂nya

e. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik ;

f. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasl ;

Struktur Organisasi P車vbat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu ( PPID Pembantu )’Sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lamplran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Biaya Pelaksanaan tugas pejabat Pengelola Infomasi dan

Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Bela可a Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

PEMBINA TK. I

NIP・ 19700712 199803 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (Sebagai laporan)

2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3・ Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4・ PPID K会bupaten Labuhanbatu utara.

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR: 820 /　　/ DAMKAR/ 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAN PPID PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO �　JABATANDALAMPPID Pengarah7AtasanppID: �KETERANGANJABATAN 

1 ��KepalaDinasPemadamKebakaran KabuatenLabuhanbatuutara Sekretaris　Dinas　pemadam 

2 3 �PPID: Sekretariat: DinasKebakaran: Anggota: BidangpengelolaanDatadanPengelolaan Informasi: Anggota: BidangpenyelesaianSengketaInformasi: Anggota 

KebakaranKabupatenLabuhanbatu Utara 

Kasubbag　umum　pada　Dinas 

Pemadam　Kebakaran　Kabupaten LabuhanbatuUtara 

4 5 6 ��KabidPencegahandanPenyuluhan KebakaranpadaDinaspemadam 

KebakaranKabupatenLabuhanbatu 

Utara 

KasiPenyuluhan　dan　peran　serta 

Masyarakat　pada　Dinas　pemadam 

KebakaranKabupatenLabuhanbatu Utara 

Kabld　Pengendalian　Operasional KebakaranpadaDinaspemadam 

KebakaranKabupatenLabuhanbatu 

Utara. 

KasiPenanggulanganKebakaran adaDinasPemadamKebakaran 

Kabld　Sarana　dan　prasarana 

Kebakaran 

KasiSaranaTeknisKebakaran 

KasiPrasaranaKebakaran 

PEMBINA TK.I

NIP・ 19700712 199803 1 OO8


